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PEDULI ERUPSI GUNUNG LEWOTOBI, DINAS SOSIAL 

NUSA TENGGARA TIMUR SALURKAN 3,6 TON BERAS 

 

 
https://www.cnnindonesia.com 

 

VICTORYNEWS.ID, KUPANG - Selain memperpanjang tugas 10 anggota 

Tagana di lokasi bencana erupsi gunung Lewotobi Laki-laki, Dinas Sosial NTT juga 

menyerahkan bantuan logistik kebutuhan pokok pengungsi seperti beras dan bahan 

logistik lain. "Tanggal 4 Januari lalu kami sudah salurkan bantuan beras untuk pengungsi 

Lewotobi sebanyak 3,6 ton dan sejumlah logistik tambahan lain," kata Kepala Dinas 

Sosial NTT, Yosef Rasi. Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake juga telah memberikan 

bantuan uang tunai sebesar Rp150.000.000 kepada pemerintah Provinsi Flores Timur. 

Bantuan yang disalurkan Dinas Sosial NTT seperti 50 dos air mineral, 90 kg ikan teri 

kering, 250 pak sabun mandi batang, 100 buah sabun cair pencuci perabot, 100 buah pasta 

gigi dan 15 buah popok bayi. Selanjutnya, 50 buah sabun cuci pakaian, 30 botol shampo 

bayi, 200 buah sikat gigi, 100 paket bahan makanan anak, 300 buah handuk latihan, 2 

buah lampu senter, 300 pcs sendal lab, 15 buah terpal, 100 pak pembalut wanita, 50 set 

pakaian dalam perempuan, 50 set pakaian dalam Laki-laki dan 500 pcs pakaian harian 

seperti kaos tanpa kerak. 

 

Sumber Berita: 

1. https://www.victorynews.id/ntt/33111557878/peduli-erupsi-gunung-lewotobi-dinas-

sosial-ntt-salurkan-36-ton-beras, 18 Januari 2024; 

2. https://kupang.tribunnews.com/2024/01/03/dinas-sosial-ntt-salurkan-36-ton-beras-

bagi-warga-terdampak-erupsi-gunung-lewotobi, 03 Januari 2024. 

 

Catatan: 

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan 

berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat 

https://www.cnnindonesia.com/
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https://www.victorynews.id/tag/dinas-sosial-ntt
https://www.victorynews.id/tag/pengungsi
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yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi 

dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat 

berkelanjutan. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari 

krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam atau bencana alam yang jika 

tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam 

kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat 

diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. 

Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan 

Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan 

Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: individu, keluarga, 

kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non 

pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk 

melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak 

stabil sebagai dampak risiko sosial. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, 

keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, 

keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat 

direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada 

individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat 

penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD. Bantuan sosial yang 

direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD. 

Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait 

dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan 

dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Bantuan sosial 

yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko 

sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda 

penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau 

keluarga yang bersangkutan. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan 

sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan. Penganggaran 

bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja 

Tidak Terduga. Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan 

sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait. Bantuan sosial memenuhi kriteria paling 

sedikit: a) selektif: bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan 

untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial; b) memenuhi persyaratan penerima 

bantuan: memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu 

dapat berkelanjutan: pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan 
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setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan 

sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari 

risiko sosial; dan d) sesuai tujuan penggunaan meliputi: rehabilitasi sosial untuk 

memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi 

sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar; perlindungan sosial 

ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial 

seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi 

sesuai dengan kebutuhan dasar minimal; pemberdayaan sosial untuk menjadikan 

seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, 

sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya; jaminan sosial merupakan skema yang 

melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar 

hidupnya yang layak; penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, 

kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok 

masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak 

dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan; penanggulangan bencana 

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi. Anggota/kelompok 

masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada 

kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya. Penerima 

bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan 

sosial yang diterimanya.1 

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk 

keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya 

dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun 

sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 

Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keadaan darurat 

meliputi: bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 

pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau kerusakan sarana/prasarana 

yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Pengeluaran untuk mendanai 

keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam 

RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/atau 

kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial 

dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pengunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana 

meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi 

                                                           
1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah 
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korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan 

dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak 

terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat 

ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai. Keperluan 

mendesak meliputi: kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; Belanja Daerah yang bersifat 

mengikat dan belanja yang bersifat wajib; Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali 

Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 

perundang-undangan; dan/atau Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya 

dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA 

SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD. Kriteria keadaan darurat dan keperluan 

mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan. 

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun 

sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas 

penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. 

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD. Belanja 

tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek dengan 

nama Belanja Tidak Terduga. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk 

mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan: dana dari hasil penjadwalan 

ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan 

dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia. Penjadwalan 

ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam 

Perubahan DPA SKPD. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai 

keadaan darurat dilakukan dengan tahapan: Kepala daerah menetapkan status tanggap 

darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, 

kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; berdasarkan 

penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan 

perundangundangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi 

mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD; berdasarkan rencana 

kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada 

Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat satu 

hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja. Tata cara penggunaan 

belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran 

anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi.2 

                                                           
2 Ibid. 


